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SALINAN 

BUPATI GROBOGAN 
PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI GROBOGAN 
NOMOR 21 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
TAHUN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GROBOGAN, 

bahwa perencanaan pembangunan yang relevan dengan 
perkembangan keadaan diperlukan untuk memastikan 
pembangunan di Daerah terlaksana dengan baik guna 
mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana amanat 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945; 
bahwa berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Tahun 2024, terdapat beberapa hal yang menunjukkan 
ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan di Dacrah 
sehingga perlu mengubah Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Tahun 2024; 

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 264 ayat (5) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- 
Undang, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat diubah 
apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak 
sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian 
terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Tahun 2024; 
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
1950 Nomor 42); 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penctapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang



Menetapkan 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa 
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6867); 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 
Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 
2007 Seri E Nomor 5); 
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 28 Tahun 2023 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah 
Kabupaten Grobogan Tahun 2023 Nomor 28); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA 
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024. 

BAB1 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. 
2. 
3. 

1) 

Daerah adalah Kabupaten Grobogan. 
Bupati adalah Bupati Grobogan. 
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 
Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya 
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 

periode 1 (satu) tahun. 

BAB II 
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024 

Pasal 2 
Sistematika Perubahan RKPD Tahun 2024 terdiri atas: 
a. Babl : Pendahuluan; 
b. BablIl : Evaluasi hasil Triwulan II (Triwulan Dua) 

tahun berkenaan; 
c. Bablll : Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah; 
d. BabIV : Sasaran dan prioritas pembangunan Daerah; 
e. BabV : Rencana kerja dan pendanaan Daerah; 
f. Bab VI : Penutup.



(2) Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 3 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan. 

Ditetapkan di Purwodadi 
pada tanggal 19 Juli 2024 

BUPATI GROBOGAN, 

SRI SUMARNI 

Diundangkan di Purwodadi 
pada tanggal 19 Juli 2024 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN GROBOGAN , , 

ANANG ARMUNANTO 

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024 NOMOR 21 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
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